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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG TERTIB JALAN
DI KOTA MEDAN

MUHAMMAD ALFANDI
2003100001

Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada kawasan yang mempunyai
intensitas kegiatan dan jumlah volume lalu lintas yang tinggi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 10
tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan
dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mendeskripsikan implementasi
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota Medan, melalui
wawancara terbuka dengan pihak satuan polisi pamong praja kota medan dan
masyarakat pengguna jalan. adapun empat kategorisasi dalam penelitian ini yaitu
a). komunikasi, b). sumberdaya, c). disposisi, d). struktur birokrasi. dari penelitian
yang telah dilakukan didapatkanlah hasil penelitian bahwa Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan
telah terimplementasi namun mash memiliki kekurangan dalam setiap aspek
pelaksanaannya. Dimana masih saja ada oknum-oknum pelaku Pak Ogah yang
masih melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas yang sudah jelas tanpa izin dan
wewenang yang legal. Hal ini terjadi dikarenakan semakin banyak sebaran titik
kemacetan di Kota Medan sendiri yang menyebabkan menjadi kurangnya anggota
legal yang bertugas yang menyebabkan masih adanya oknum Pak Ogah yang
muncul dan mengatur lalu lintas.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kemacetan, Tertib Jalan
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Alhamdulillahirabbil 'alamin puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan
menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat beriringkan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang mempunyai
intensitas kegiatan dan penggunaan lahan yang tinggi. Selain itu, kemacetan lalu
lintas juga terjadi karena jumlah volume dari lalu lintas itu sendiri yang tinggi
karena bercampurnya lalu lintas menerus (through traffic), lalu lintas regional dan
lokal. Kemacetan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh negara
berkembang seperti Indonesia dan biasanya terjadi di daerah perkotaan yang
padat. Kemacetan sudah menjadi bagian dari ciri khas suatu kawasan pusat
perkotaan tertentu dikarenakan waktu terjadinya yang rutin terutama pada waktu-
waktu puncak seperti yang biasa dikenal dengan jam pergi kantor, jam pulang
kantor, akhir pekan dan hari libur. Kemacetan semakin meningkat apabila arus
begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan
total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat lambat.

Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak
mempunyai transportasi publik yang baik maupun memadai dan juga tidak
seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Kota
Medan. Penyebab terjadinya kemacetan digolongkan menjadi beberapa faktor
seperti arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan, terjadinya
kecelakan, terjadinya banjir, bencana alam dan faktor lainnya. Kemacetan lalu
lintas memberikan dampak negatif yang besar antara lain kerugian waktu tempuh,

karena kecepatan perjalanan yang rendah, pemborosan energi, karena pada



kecepatan rendah konsumsi bahan bakar akan berjalan lebih lama, meningkatkan
polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi, dan
mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal, meningkatkan stress pengguna
jalan, mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans maupun
pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan, bisa dilihat dari
indikator pembangunan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hal
tersebut tentu membuat Kota Medan sering terjadi kemacetan lalu lintas, seperti
yang terjadi di Jalan Kesawan, Jalan Kereta Api, Jalan Helvetia, ataupun Jalan
Gagak Hitam atau Ringroad dan masih banyak lagi. Tingkat kemacetan di Kota
Medan sering terjadi pada jam dan momen tertentu seperti pagi hari atau jam
kantor, siang hari dan sore hari. Banyaknya aktivitas kendaraan yang terjadi
setiap hari merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Kota Medan.

Masalah kemacetan di kota Medan, menjadi perhatian khusus di kawasan
perkotaan. Maka pemerintah kota Medan membuat strategi untuk mengatasi
masalah kemacetan yaitu dengan memasang rambu-rambu lalu lintas dengan
tujuan untuk meminimalisir kemacetan di kota Medan sehimgga menciptakan
ketentraman dan ketertiban bagi pengguna jalan. Tetapi banyaknya pengguna
jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas menyebabkan kemacetan. Belum
lagi penegakan hukum oleh aparat terhadap pelanggar lalu lintas yang masih
lemah alhasil banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan tidak teratur dan
juga tidak adanya kesabaran hingga menimbulkan kemacetan kian parah. Secara

umum, ada tiga faktor yang menyebabkan masalah kemacetan yang semakin lama



semakin parah, yaitu terus bertambah nya kepemilikkan kendaraan (demand),
terbatasnya sumber daya untuk melaksanakan pebangunan jalan raya dan fasilitas
transportasi lainnya (supply), serta belum optimal nya pengoperasian fasilitas
transportasi yang ada (sistem operasi).

Penemuan lain yang ditemukan terkait lalu lintas adalah fenomena putaran
jalan yang diatur oleh petugas tidak resmi atau biasa disebut “Pak Ogah”. Pak
Ogah merupakan inisial dari masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok
orang di luar Institusi Negara yang biasanya memanfaatkan kesemrawutan lalu
lintas untuk mengatur lalu lintas. Pak Ogah adalah salah satu masyarakat yang
tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menjadi Pak Ogah dianggap sebagai
mata pencaharian. Namun, tidak semua Pak Ogah menjadikan ini sebaagai mata
pencaharian, tetapi ada beberapa yang murni membantu untuk kelancaran lalu
lintas dan pengguna jalan. Pak Ogah ini biasanya kita temui di perempatan,
pertigaan, jalan satu arah yang sangat sempit, atau di sepanjang jalan yang
memang rawan akan macet.

Dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 Tentang Tertib
Jalan mengatakan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan
dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau
tempat balik arah”.

Maka pasal ini menjadi dasar untuk penelitian ini. Untuk mengatur lalu
lintas terdapat pihak yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP), Polisi Lalu Lintas (Polantas) ataupun petugas dari Dinas Perhubungan.

Namun keberadaan Pak Ogah ini sulit dihilangkan, bukan hanya karena



penegakan hukum yang masih lemah, tetapi juga diakibatkan partisipasi
masyarakat untuk mencegah pungutan liar yang masih minim. Aktivitas
pengaturan simpang oleh petugas tidak resmi disebabkan oleh dua faktor, yaitu
sosial masyarakat dan kondisi kota yang masih memungkinkan warga untuk tidak
tertib dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut Penulis perlu diketahui
bagaimana tertib Jalan di Kota Medan yang di atur oleh orang yang tidak
berwenang “Pak Ogah”. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul tentang “Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota

Medan”.

1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang telah diuraikan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini
yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang

Tertib Jalan di Kota Medan?.

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di

Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana



implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib

Jalan di Kota Medan.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah menjadi salah satu

syarat untuk menempuh jalur ujian sarjana Illmu Administrasi Publik,

Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara otomatis, logis dan konsisten agar

dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka

dapat dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab

dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB |

BAB 11

BAB III

PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dan sistematika penulisan.

URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang
melandasi penelitian dengan menguraikan implementasi
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib
Jalan di Kota Medan.

METODE PENELITIAN



BAB IV

BAB V

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, kerangka konsep,
definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan
waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil
pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.
PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran.



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) merupakan bagian integral dari konsep Peraturan
Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peratura Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan
persetujuan bersama Bupati/Walikota (Bojonegoro, 2020).

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-
Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang- undangan yang
dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di
Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam
rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas
pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah (Kemenkeu, 2004).

Berdasarkan buku Ilmu Perundang-undangan oleh Indrati (2020), peraturan
daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun
Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan



penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi
pemerintah daerah.

Sementara menurut Asshiddigie (2015), Peraturan Daerah (Perda) adalah
bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan
yang telah ditentukan suatu undang-undang. Peraturan daerah juga dapat dibentuk
untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak
diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai
dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (3) dan (4).

Selain itu, berdasarkan buku Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan
Kepala Daerah Secara Langsung oleh Abdullah (2011), tujuan utama peraturan
daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.
Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan
pada umumnya antara lain:

1. Memihak kepada kepentingan rakyat

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia

3. Berwawasan lingkungan dan budaya

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan
tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU
tentang Pemerintahan Daerah.

2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan



yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada
ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur
aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam
koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Terdapat beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang
baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi
untuk pembentukan Perda antara lain (Zarkasi, 2004):

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa
sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam
Pancasila.

2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar
dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan
bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.

3. Syarat Yuridis, terbagi dua, yaitu:

a. Formal, yaitu merupakan peraturan/nukum yang menjadi dasar
peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan
tertentu.

b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus

sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi,
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yaitu sejauh mana peraturan/nukum dapat merubah kesadaran

masyarakat terhadap hukum.

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi memiliki arti yaitu pelaksanaan atau penerapan. Dalam arti
lain, implementasi merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebjakan
yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
ataupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan
dalam aturan tersebut. Sebuah tujuan dalam kebijakan dapat terwujud dengan
baik apabila implementasi kebijakan atau perumusan kebijakan telah dipersiapkan
dan direncanakan dengan baik. Dalam suatru implementasi kebijakan sangat
diperlukan suatu tahapan-tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari
suatu kebijakan dapat terwujud.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan
dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (Pramono, 2020). Menurut
Mulyasa dalam Jasin (2021), Implementasi merupakan sebuah penempatan ide,
konsep, kebijakan ataupun inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga
memberikan dampak baik berupa perubahan dari segi pengetahuan, keterampilan
maupun nilai dan sikap.

Menurut Mclaughlin & Schubert dalam Magdalena et al. (2021)
menyebutkan bahwa implementasi merupakan aktivitas yang saling
menyesuaikan atau dengan kata lain implementasi merupakan bermuara pada

aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem. Implementasi
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bukan hanya suatu aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terrencana dan dilakukan
secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai
tujuan kegiatan.

Wahab dalam Pramono (2020) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan
adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-
Undang, namun dapat juga berbentuk perintah- perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya,
keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara
tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur
atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Lister dalam Saidi et al. (2021) implementasi didefinisikan sebagai
sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang
telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Selanjutnya Pressman & Wildavsky dalam Lubis et al. (2023)
mengemukakan bahwa: "Implementation as to carry out, acoumplish, fulfill,
produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi,
menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat
dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil".

Adapun menurut Syaukani dalam Syahnur et al. (2022) implementasi pada
dasarnya merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam
sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan

dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek,
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menengah dan panjang.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai
faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan
publik terdapat beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan

tersebut.

Edward dalam Fitria et al. (2020) mengajukan empat faktor yang berperan

penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi (Communication)
Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat
dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara
pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target
grup).

2. Sumberdaya (Resources)
Sumberdaya menekankan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh
sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber
daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas
maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok
sasaran.

3. Disposisi (Disposition)
Disposisi  menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada
implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki
oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)
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Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur

birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah

memiliki Standar Operation Procedur (SOP). SOP merupakan pedoman

bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan

tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang

terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan
komplek yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang

dilakukan secara efektif oleh berbagai actor berupaaksiatau tindakan yang

terencana guna untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang terlihat setelah
adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola
input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses
implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dari sasaran telah ditetapkan yang
kemudian program kegitan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses
pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan
kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya bersisi suatu program untuk
mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang
terarah.

Menurut Hamdi dalam Hidayat (2019), pelaksanaan atau implementasi
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kebijakan berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar untuk merncapai tujuan dari
ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.
Kemudian menurut Wibawa dalam Arma et al. (2023), tujuan dari
implementasi kebijakan yaitu untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan
publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan
proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang
awalnya bersifat umum kemudian diperinci, program telah dirancang dan juga
sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.
Muliyadi dalam Arma et al. (2023) menyebutkan bahwa implementasi suatu
kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat
multiorganisasi, yang artinya perubahan yang diterapkan melalui strategi
implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.
Menurut Abidin dalam Arma et al. (2023)implementasi suatu kebijakan
berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:
1. Faktor internal, meliputi:
a. Kebijakan yang akan dilaksanakan
b. Faktor-faktor pendukung

2. Faktor eksternal, meliputi:
a. Kondisi lingkungan

b. Pihak-pihak terkait

2.3 Tertib Jalan
Pada peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 tentang

ketentraman dan ketertiban umum dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana
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transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan

jalan kabel.

Pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan mengenai larang mengenai tertib jalan yaitu:
“Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan
pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik

arah”.

Tertib jalan adalah peraturan yang mengatur jalan agar setiap orang dapat
berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Aturan ini dibuat untuk melindungi
keselamatan pengguna jalan, baik itu pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna
kendaraan umum (An-nur, 2024).

Tertib jalan merupakan berarti kepatuhan dalam berlalu lintas yang artinya
adalah suatu bentuk kepatuhan hukum di mana tingkah laku terbentuk melalui
serangkaian proses yang menunjukkan patuh dan tertib kepada aturan norma dan
sosial (Putra, 2022). Tunde et al dalam Harni et al. (2024) menyatakan bahwa
kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk
ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan
untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan,
mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Ucho et al dalam Putra (2022) mengatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas
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merupakan bentuk sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas. Aturan tersebut
digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan
sehingga berdampak positif bagi pengguna jalan dan dapat mengurangi
kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan berlalu
lintas merupakan bagian dari sikap dan tingkah laku taat aturan dimana hal itu
terbentuk melalui berbagai proses yang berkaitan dengan ketertiban dan ketaatan
terhadap aturan berlalu lintas dengan pemberian sanksi atau hukuman yang
diberikan dari pemegang otoritas kepada individu atau orang yang melanggar

aturan tersebut.



BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan
mengunakan metode deskriptif. Menurut Moelong (2007:103) sumber data
penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang
dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat
ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.

Arikunto (2019:21) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul
berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data dalam bentuk variable atau kata-kata yang diucapkan
secara lisan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen grafis.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penggalian
kedalaman data daripada keluasan data (Kriyantono, 2020:51). Denzin & Lincoln
dalam Anggito & Setiawan (2018:7) memberikan pemahaman bahwa penelitian
kualitatif menafsirkan fenomena menggunakan latar belakang yang alamiah.
Sedangkan Erickson dalam Anggito & Setiawan (2018:7) menyatakan bahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari gambaran
naratif dari kegiatan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Dapat
disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengamati suatu

kondisi secara mendalam dan bertujuan untuk menemukan makna di balik sesuatu

17
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yang terjadi secara alamiah.

3.2 Kerangka Konsep

Saat melaksanakan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk memudahkan
penyusunan skripsi dan membuat evaluasi lebih sistematis. Selain itu, kerangka
konsep juga merupakan upaya agar penelitian lebih fokus. Berdasarkan judul
penelitian, batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan

sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

GEORGE EWARD I11
(Fitria et al. 2020) :

1. Komunikasi

2 Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

\ 4

TERWUJUDNYA KOTA
MEDAN BEBAS
KEMACETAN

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep
Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:
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1. Implementasi
Implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem
yang dilakukan secara efektif oleh berbagai aktor berupa aksi atau
tindakan yang terencana guna untuk mencapai tujuan atau sasaran dari
kebijakan itu sendiri.

2. Tertib Jalan
Tertib jalan adalah peraturan yang mengatur jalan agar dapat berlalu
lintas dengan aman dan nyaman. Aturan ini dibuat untuk melindungi
keselamatan pengguna jalan, baik pengendara, pejalan kaki, maupun

pengguna kendaraan umum.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung.

Kategorisasi menunjukkan Bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Berikut kategorisasi
penelitian ini adalah:

1. Komunikasi,

2. Sumberdaya,

3. Disposisi,

4. Struktur Birokrasi.
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Informan/Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini

peneliti membutuhkan Narasumber dengan mengunakan individu sebagai pemberi

informasi, serta menjalin kerjasama dengan peneliti. Adapun informan dalam

penelitian ini adalah:

1.

Bapak Taufik Hidayat., S. E (Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan).
Bapak Arifin (masyarakat/pengguna kendaraan)

Bagus (masyarakat/pengguna kendaraan)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber pelaksana kegiatan

penelitian perlu mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti maka

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut (Soekanto, 2014):

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu informasi yang dikumpulkan
secara langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang berupa data
empiric. Data empirik sendiri diperoleh dari hasil wawancara dengan
beberapa pihak atau informan yang benar-benar memiliki kompeten dan
bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dan
relevan dengan kebutuhan penelitian. Wawancara merupakan teknik
pengumpulan data berupa Tanya jawab dengan orang yang berhubungan

pada objek penelitian untuk mendapat data yang mendalam.
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2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil menelaah bacaan
ataupun dari kajian pustaka, melalui buku-buku atau literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi dan diteliti, ataupun
internet, dokumen maupun arsip serta laporan yang bersumber dari

lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif. Teknik analisis data merupakan analisis yang dilakukan dengan
cara merangkum atau memilih data terutama berdasarkan fakta yang ada untuk
memberikan gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Tertib Jalan Di Kota Medan, berikut langkah yang dilakukan peneliti
berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono

(2021:237):

1. Reduksi
Reduksi ini adalah suatu bentuk analisis yang menganalisis data
sedemikian  rupa sehingga memperjelas,  mengklasifikasikan,
mengarahkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, serta
memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap
ini, penulis menyeleksi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penulis
fokus pada data yang ada agar lebih spesifik dan detail. Penulis juga
mengkategorikan yang harus dan tidak boleh dimasukkan. Penulis telah

melakukan reduksi data sejak awal penelitian yaitu memfokuskan pada
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wilayah penelitian, informan penelitian, dan lain-lain.

. Penyajian Data

Peyajian adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan
kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari data
yang disajikan. Penyajian data paling umum digunakan untuk data
kualitatif dalam bentuk teks deskriptif seperti bagan, matriks, dan grafik.
Penulis menyajikan informasi dan data yang dikumpulkan sebelumnya
agar lebih menarik untuk dilihat dan dibaca orang lain. Sebelumnya
penulis hanya mencantumkan informasi dan data yang relevan untuk
mendukung penelitian ini, sehingga data yang disajikan terfokus dan
tidak tersebar di semua tempat.

. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, dilakukan pemeriksaan atau verifikasi kesimpulan
yang dikonfirmasi atau diambil. Kesimpulan awal yang disampaikan
bersifat tentatif dan dapat berubah apabila kesimpulan tersebut tidak
didukung oleh bukti yang substansial. Dalam mencapai kesimpulannya,
penulis mempertimbangkan data dan informasi yang dikumpulkan dan
disajikan untuk menangkap inti temuan penelitian ini. Penulis
menyimpulkan bahwa mereka tidak mendukung satupun dari partai
politik tersebut. Penulis netral dan tidak memihak. Dalam menyusun
kesimpulan yang berjumlah ini, penulis tidak melakukan penambahan
atau pengurangan apapun terhadap data yang diperoleh sebanyak data

tersebut, karena data dan informasi yang ada merupakan murni hasil
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penelitian.
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian
Adapun waktu dan lokasi penelitian yang akan dilukan dalam penelitian
ini yaitu dilakukan pada bulan Mei s/d Juni 2024 di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Medan yang berada di JI. Arif Lubis No.2, Gaharu, Kec. Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara 20233. penelitian dipilih karena menyesuaikan

dengan informan dalam penelitian ini.

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
3.9.1 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Medan
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melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok yaitu memelihara
ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan berada di JI. Arif Lubis,

No.2, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20233.

3.9.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Medan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Medan yaitu Wali Kota
Medan, antara lain:

Memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Dengan misi yaitu:

1. Medan Berkah
Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang
Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota
Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju
Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih
Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih,
profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani
masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan

merata.



25

4. Medan Membangun
Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar
Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan
Peningkatan Kualitas SDM.

5. Medan Kondusif
Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap
Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum
Berbasis Partisipasi Masyarakat.

6. Medan Inovatif
Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif
yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan
Sosial Budaya.

7. Medan Beridentitas
Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam

kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Namun demikian, Satuan Polisi Pamong raja (Satpol PP) Kota Medan
berfokus dengan misi ke-5 yaitu Medan Kondusif: Mewujudkan Kenyamanan dan
Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan
Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat. Dimana merupakan sesuai
dengan tugas pokok nya yaitu Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam perwujudan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
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Medan didukung oleh SKPD terkait. Hal ini masuk ke dalam tujuan RPJMD vyaitu
Meningkatkan Rasa Nyaman dan Kondusif dengan indikator tujuan: Presentase
Penurunan Gangguan Ketertiban Umum. Serta memiliki sasaran RPJMD vyaitu:
Meningkatnya Kenyamanan dan Ketertiban Kota Medan yang Kondusif
berlandaskan Penegakan Hukum dan partisipasi Masyarakat dengan indikator

sasaran: Jumlah Gangguan Ketertiban Umum.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, dalam Pasal
4, menyebutkan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan
daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tugas Pokok
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mempunyai

tugas pokok, yaitu:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;

2. Menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman, dan

3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat
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Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mempunyai fungsi

sebagai berikut

1. Penyusunan program penegakan Perda dan  Perkada,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterama serta

penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta

penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas

pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh
kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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3.9.4 Struktur Organisasi

LAMPIRAN VIl PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR o7

TANGGAL 0 DESEMBER 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KETERTIBAN UMUM UAN RLINIIU NGATS TAS T ARAK
KETENTERAMAN MASYARAKA

WALI KOTA MEDAN
td

MUHAMMAL BOBBY AFIF NASUTION

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Medan

3.9.5 Rincian Tugas Dan Fungsi Satpol PP Kota Medan

Berikut uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang secara rinci,
sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Sekretaris,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satuan
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Polisi Pamong Praja.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja lingkup kesekretariatan yang meliputi

pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta

fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan
mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana
kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan;

Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional
prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan Kinerja,
dan standar lainnya  lingkup  kesekretariatan  untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana
program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar

pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis
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6)

7)

8)

9)
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beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya
untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi
Pamong Praja;

Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas
Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana
program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar
pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya
lingkup Satan Polisi Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi
keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan Kkegiatan,
kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban Kkerja, evaluasi
jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas,
penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum
lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya
pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan
meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan
perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan
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lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

10) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
dan

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin
oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satuan Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris. Kepala Bidang
Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup
operasi, pengendalian, komunikasi, kerja sama, pengamanan dan

pengawalan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan

Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum
kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong

Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

2) Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar

lainnya lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman
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4)

5)

6)

7)
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Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara

optimal;

Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang
Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan ~ penyusunan  perumusan  kebijakan  urusan
pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat lingkup ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

Pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan
data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai
dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-

undangan;

Pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka
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memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai

dengan prosedu dan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum vyang melakukan pelanggaran
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan

standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;

10) Pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan

tugas lebih lanjut;

11) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional

Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia
dan/atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang

berlaku;

12) Pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

13) Pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka
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pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang

berlaku;

14) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah
dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional

prosedur dan ketentuan yang berlaku;

15) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP
sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang

berlaku;

16) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ketertiban
Umum Dan Ketenteraman Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan Kkebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan

oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

17) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan

lainnya berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;

18) Penyampaian  laporan  hasil  pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

dan

19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
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3. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakatdipimpin oleh Kepala Bidang, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup
satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan program dan Kkegiatan Bidang Perlindungan
Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk

terlaksananya sinergitas perencanaan;

2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional
prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan
Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara

optimal,

3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup

Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan
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5)

6)

7)

8)

9)
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perundang-undangan;

Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman, Kketertiban umum dan
perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dalam
bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk

menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan perlindungan
masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan
penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan
lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau

lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;

Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya

perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan
prasarana perlindungan masyarakat berdasarkan standar dan

peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat;
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10) Pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat
dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk

terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;

11) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang
Perlindungan ~ Masyarakat ~ meliputi ~ unsur  pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan

oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

12) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

dan

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala
Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan barang bukti.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegak Peraturan
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Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani
rencana umum Kkota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan

Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan
standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas

dan tugas secara optimal;

Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat lingkup Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali

Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan agar
masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki pengetahuan,

menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan daerah;

Pelaksanaan penyusunan rumusan teknis kategori pelanggaran

peraturan perundang-undangan daerah untuk menjadi pedoman



7)

8)

9)

10)

11)

39

dalam koordinasi dengan perangkat daerah teknis;

Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan wali kota sesuai
dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-

undangan;

Pelaksanaan identifikasi masalah atas pelanggaran peraturan
perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh
masyarakat/badan hukum untuk mengetahui kategori pelanggaran

dan menentukan langkah penindakan;

Pelaksanaan pengawasan dan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau bahan hukum yang diduga melakukan
pelanggaran peraturan daerah / peraturan wali kota sesuai dengan

standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran daerah
dan/atau peraturan wali kota berdasarkan standar operasional

prosedur dan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya
penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan

prosedur dan peraturan perundang-undangan;
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Pelaksanaan koordinasi penyidikan atas pelanggaran peraturan
daerah dan peraturan wali kota berdasarkan standar operasional

prosedur dan peraturan perundang-undangan;

Fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat

atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka

penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

Pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan dan/atau
penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan
garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran

peraturan perundang-undangan daerah;

Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penegak
Peraturan  Perundang-Undangan Daerah  meliputi  unsur
pelaksanaan  perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang
dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan;

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
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5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup
pelatihan dasar, teknis fungsional, data dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya
Aparatur dengan mempedomani rencana umum Kkota, rencana
strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk

terlaksananya sinergitas perencanaan;

2) Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar
lainnya lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur untuk

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara Optimal;

3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup

Bidang Sumber Daya Manusia berdasarkan atas peraturan



4)

5)

6)

7)

8)
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perundang-undangan;

Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat lingkup sumber daya aparatur polisi pamong praja
dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota

untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan pengkajian bahan pendidikan dan pelatihan dasar
Satuan Polisi Pamong Praja dan pelatihan fungsional untuk
tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan tuntutan

kebutuhan organisasi dan terbangunnya SDM yang profesional;

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ unit
terkait dalam rangka pelatihan dasar dan fungsional bagi
peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi
Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan fungsional bagi
peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi
Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

Pelaksanaan pengkajian dan pemetaan kebutuhan personil di
Satuan Polisi Pamong Praja dan pola rekrutmen yang dibutuhkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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10)
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Pelaksanaan penyajian data dan/atau informasi Satuan Polisi
Pamong Praja melalui sistem informasi untuk bahan pengambilan

keputusan dan konsumsi publik dan stakeholder lainnya;

Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sumber
Daya Aparatur meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan
unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

dan

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada
saat melakukan penelitian lapangan melalui metode-metode yang telah disebutkan
pada bab sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang
digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara di
lapangan. Pengumpulan data ini diperlukan untuk menjawab permasalahan yang
ada secara mendalam yang dilakukan penulis.

Wawancara dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Medan dengan narasumber yang terlibat yaitu Bapak Taufik Hidayat., S. E,
selaku Kepala Seleksi Organisasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan dan wawancara ini juga melibatkan beberapa masyarakat.
Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang
telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang diperlukan

dan mendukung penelitian ini.

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi
4111 Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses saling bertukar informasi, ide, emosi,
atau instruksi antara individu atau kelompok menggunakan berbagai metode
seperti kata-kata, simbol, atau bahasa tubuh. Tujuannya adalah untuk mencapai

pemahaman bersama dan memfasilitasi interaksi yang efektif antar individu.

44
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Menurut Sikula (2017:145) mengatakan bahwa komunikasi merupakan
proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu

tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat ataupun orang lain.

Selain itu, komunikasi juga diperlukan dalam suatu organisasi tujuannya
adalah untuk menyampaikan informasi, menjaga koordinasi, serta dapat
membangun hubungan yang baik antar individu dalam organisasi sehingga tidak
terjadi kesalahpahaman. Komunikasi juga harus dilakukan dengan baik dan
efektif, hal ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kinerja yang sudah
terealisasi atau sudah terlaksana. Dengan adanya komunikasi yang baik juga dapat
meningkatkan hubungan yang baik antar organisasi, meningkatkan kerja tim, serta

dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman sehingga tidak terjadi konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat., S. E, selaku
Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2014 mengatakan bahwa sistem komunikasi
yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan sudah efektif
dan baik, sehingga seluruh aparat mengerti dan paham dengan tujuan yang ingin
dicapai. Dijelaskan juga bahwa dengan adanya komunikasi yang efektif membuat
seluruh anggota atau aparat menjadi lebih mudah dan paham dengan bagian-
bagian dari tugas masing-masing sehingga tidak ada terjadinya selisih paham dan

tugas yang tidak adil dan merata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa komunikasi yang baik dan efektif tidak hanya

terjadi antar organisasi terkait, tetapi juga dilakukan dengan dinas terkait lainnya
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yang tergabung dalam kolaborasi ini seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi
Lalu Lintas selalu menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan rutin
mengadakan pertemuan dan evaluasi kinerja sehingga semuanya dapat terlaksana
dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. komunikasi juga dilakukan
kepada masyarakat berupa himbauan atau penjelasan mengenai larangan bagi
pelaku Pak Ogah dan sanksi atau hukuman yang akan diterima bagi pelaku Pak
Ogah apabila masih terus melakukan pengaturan lalu lintas yang jelas-jelas tidak
memiliki wewenang. Tak hanya dengan pelaku Pak Ogah, komunikasi juga
dilakukan kepada masyarakat pengguna jalan untuk tidak memberikan uang atau
imbalan kepada Pak Ogah karena hal itu akan membuat Pak Ogah semakin

bertambah dan terus berkembang.

Penjelasan tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 4
juni 2024 dengan Bapak Arifin sebagai pengguna jalan yang mengatakan bahwa
pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Dinas
Perhubungan ataupun Polisi Lalu Lintas sudah melakukan himbauan atau
komunikasi dengan masyarakat tentang larangan Pak Ogah dan larangan
pemberian imbalan untuk Pak Ogah. Namun, menurut Bapak Arifin sendiri hal
tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih banyak pelaku
Pak Ogah yang masih bermunculan dan masih banyak juga pengguna jalan yang

masih memberi imbalan kepada Pak Ogah.

Dari penjelasan kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa
komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti Satpol PP, Dinas

Perhubungan ataupun Polisi Lalu Lintas sudah cukup baik namun belum
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maksimal. Dikarenakan masih banyaknya Pak Ogah yang bermunculan dan masih

banyaknya pengguna jalan yang member imbalan untuk Pak Ogah.

4.1.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat atau dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan manusia atau untuk melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini
mencakup sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, hutan, serta sumber daya
manusia, teknologi, dan finansial. Dalam hal ini sumber daya manusia sangat
diperlukan untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas dalam suatu organisasi
atau masyarakat. Konsep ini mencakup keterampilan, pengetahuan, kreativitas,
dan produktivitas individu-individu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan
organisasi atau untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Dalam
proses pengimplementasian dari peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang
tertib jalan di kota medan sumber daya manusia diperlukan guna mencapai tujuan

yang diinginkan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E,
selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Medan pada 22 Mei 2024 menuturkan bahwa semua pihak
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlibat dalam hal ini terutama mereka
yang berada di bidang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) memiliki
peran penting guna mendukung tercapainya tujuan dari peraturan daerah nomor 10
tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan. Dijelaskan pula bahwa adapun
pihak terkait lainnya yang terlibat yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan serta

Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Medan yang mana ini dilakukan kolaborasi.
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Namun, hasil wawancara yang dilakukan oleh informan sebelunya tidak
senada dengan wawancara yang dilakukan pada 4 Juni 2024 dengan informan di
lapangan yaitu Bapak Arifin. Beliau menjelaskan bahwa pada kenyataannya di
lapangan masih kurangnya pihak-pihak atau aparat terkait seperti Satpol PP, Dinas
Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas yang menjaga dan mengatur lalu lintas. Yang
menurut beliau bahwa sumber daya manusia pada aparat atau pihak dinas terkait
masih kurang untuk mengatur lalu lintas guna mengurangi tingkat kemacetan dan
menghilangkan Pak Ogah. Di sisi lain, beliau mendukung keberadaan Pak Ogah
sebagai pengatur lalu lintas karena merupakan penolong disaat terjadi kemacetan

dan tidak adanya pihak resmi atau dinas yang bertugas.

4.1.1.3 Disposisi

Disposisi merupakan istilah yang merujuk pada kecenderungan atau sikap
mental seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi cara mereka merespon
atau bertindak terhadap situasi, objek, atau orang tertentu. Disposisi mencakup
aspek-aspek seperti keyakinan, nilai-nilai, preferensi, dan kecenderungan

psikologis yang membentuk pola perilaku dan pemikiran individu.

Salomon dalam Uyun & Fuat (2020) mengatakan bahwa disposisi sebagai
kumpulan sikap-sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-

sikap pilihan tersebut muncul dengan cara tertentu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 22 Mei 2024 dengan Bapak
Taufik Hidayat, S. E, selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menjelaskan bahwa Satuan Polisi
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Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan memiliki komitmen terhadap jalannya
proses implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di
kota medan yaitu dengan rutin melakukan kegiatan patroli ke lapangan di titik
persimpangan, arah putar balik ataupun titik rawan kemacetan lainnya yang

memungkinkan adanya “Pak Ogah”.

Dalam penyampainnya juga dijelaskan bahwa sejauh ini seluruh aparat
sudah bertugas dengan baik dan sesuai dengaan arahan yang disampaikan. Namun
tak jarang masih ada saja beberapa oknum “Pak Ogah” yang masih berani
mengatur lalu lintas tanpa memiliki wewenang. Dalam temuan hal tersebut,
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan langsung bertindak dengan
member himbauan dan penjelasan kepada pelaku “Pak Ogah” tentang sanksi dan
hukuman yang akan diterima apabila melakukan hal tersebut yang kemudian akan
ditindak lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas Kota
Medan dikarenakan tidak adanya hak untuk memberi tindakan bagi Satpol PP

selain himbauan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh informan sebelunya tidak senada
dengan wawancara yang dilakukan dengan informan kedua yaitu Bagus. Bagus
menjelaskan bahwa pada kenyataannya di lapangan masih kurangnya pihak-pihak
atau aparat terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas
yang menjaga dan mengatur lalu lintas. Tidak semua titik-titik kemacetan diatur
dan dijaga oleh aparatur negara tersebut, sehingga masih banyak juga Pak Ogah
yang masih mengatur lalu lintas yang tidak dijaga dan di atur oleh aparat atau

pihak resmi terkait guna mengurai kemacetan dan melancarkan lalu lintas.
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41.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan suatu organisasi atau sistem administratif
yang terdiri dari aturan, prosedur, dan hierarki yang formal dalam sebuah
organisasi atau pemerintahan. Tujuan dari adanya struktur birokrasi yaitu untuk
mengatur pembagian kerja, mengatur bagaimana suatu keputusan dibuat,
dijalankan, dan bertanggungjawab untuk mendistribusikan dalam suatu organisasi
atau institusi. Birokrasi sering kali ditemukan di dalam pemerintahan dan
organisasi yang besar di mana efisiensi, konsistensi, dan kontrol yang ketat

dianggap penting untuk mencapai tujuan secara efektif.

Dalam struktur birokrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Medan terdapat bagian bidang penting yang memiliki peran utama dalam
proses implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di
kota medan yaitu Kepala bidang ketertiban dan ketentraman umum (trantibum)

dan seluruh anggota di bidang tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 22 Mei 2024 dengan Bapak Taufik
Hidayat. S.E selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian di Bidang
Ketentranman dan Ketertiban Umum (trantibum) dijelaskan bahwa struktur
birokrasi di dalam Satpol PP Kota Medan terdapat pembagian kerja yang jelas
berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kota Medan telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan
dan sudah dilakukan dengan baik dan maksimal serta akan lebih di maksimalkan

lagi. Lebih dijelaskan bahwa setiap bidang memiliki tugas dan fungsinya masing-
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masing termasuk bagian bidang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)
yang mempunyai tugas yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban umum yaitu
masyarakat terutama dalam berkendara atau berlalu lintas. Tujuannya yaitu untuk
mengurangi tingkat kemacetan dan menghilangkan pelaku Pak Ogah yang masih

terus berkeliaran.

Hal ini sejalan dengan hasil wawanvcara yang dilakukan pada 4 Juni 2024
dengan pihak kedua yaitu Bagus. Dimana ia mejelaskan bahwa setiap anggota
aparat atau pihak terkait memiliki tugas pokoknya masing masing seperti Satpol
PP, yang memiliki berbagai bidang salah sataunya bidang ketentraman dan
ketertiban umum (trantibum) yang gunanya menertibkan kendaraan lalu lintas, ada
juga dinas perhubungan dan satuan kepolisian lalu lintas yang sudah memiliki

tugas pokoknya masing masing dan bagian per individu atau kelompok.

4.2 Pembahasan

Komunikasi merupakan metode dalam istilah kebijakan untuk
menyampaikan perintah dan arahan (informasi) yang bersumber dari pembuat
kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik dan efektif dalam kinerja
merupakan hal penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota sudah
melakukan tugas dan pekerjannya dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang
baik dan efektif juga dapat meningkatkan hubungan yang baik antar anggota
organisasi, dapat meningkatkan kerja tim serta dapat mencegah terjadinya
kesalahpahaman yang menyebabkan konflik sehingga semua dapat terlaksana

dengan baik dan lancar.
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa adanya komunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan tentang
tertib jalan di kota medan telah berjalan dengan baik. Menurut Tangkilisan
(2003:12) bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam implementasi
suatu kebijakan, komunikasi memegang peranan penting terutama dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan pandangan ahli diatas yang
menyebutkan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam
keberlangsungan implementasi kebijakanmaka sebagai pihak yang bertanggung
jawab dalam tercapainya kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan
seharusnya dinas terkaait harus benar-benar memberikan perhatian khusus
terhadap keberlangsungan tertib jalan dengan memberikan sanksi tegas kepada

para pelaku Pak Ogah yang masih melanggar.

Adapun pendapat lain disebutkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian
usulan yang dikemukakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijakan (Friedrich dalam Kismartini, 2019). Dari pendapat
tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan
dengan suatu masalah diperlukan usulan yang dapat disebut sebagai kebijakan
atau peraturan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan

juga ketertiban dalam berkendara.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, seharusnya dinas terkait harus benar benar
memberikan perhatian khusus terhadap pengimplementasian Perda nomor 10

tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan dengan menerapkan sanksi dan
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tindakan yang berlaku pada pelaku Pak Ogah yang masih saja ada supaya proses
implementasi kebijakan dapat tercapai. Dari hasil penelitian wawancara yang
dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dapat
disimpulkan bahwa sebenarnya komunikasi yang dilakukan baik terhadap
angggota maupun pelaku Pak Ogah sudah dilakukan dengan baik dan maksimal.
Namun dikarenakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan
tidak memiliki hak atau wewenang untuk member tindakan atau sanksi langsung
terhadap pelaku Pak Ogah selain Satuan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Medan hanya memiliki wewenang untuk memberi himbauan dan

penjelasan tentang larangan bagi pelaku Pak Ogah.

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
proses berlangsungnya sebuah kinerja yang bertujuan untuk mendukung dan
meningkatkan program dan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas

sosial, politik dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat,
S. E selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Medan mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan sudah mumpuni dan
cukup untuk menjalankan kinerja atau proses implementasi tertib jalan tersebut.
Namun hanya saja masih banyak oknum-oknum pelaku Pak Ogah yang masih saja

muncul dan bermain kucing-kucingan dengan petugas.

Program atau kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam
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tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian yang
telah dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E selaku Kepala Seleksi Operasi
dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan beliau
mengatakan bahwa program yang ingin atau akan dilaksanakan yaitu bekerjasama
dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam berkendara lalu lintas.
Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkaan tujuan dari program ini dlah
dengan melaakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus pada para pelaku Pak
Ogah dengan memberikan himbauan larangan mengatur lalu lintas tanpa memiliki
izin resmi dan wewenang. Beliau juga mengatakan bahwa para petugas yang
melakukan penertiban dan mengatur lalu lintas memberi penjelasan tentang
bahaya mengatur lalu lintas apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan
sanksi atau hukuman yang akan diterima bagi para pelaku Pak Ogah apabila masih

melanggar hal tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan jika dianalisis menggunakan
teori Yuniarti et al. (2016), dikemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang harus
diperhatikan dalam proses implementasi yaitu: Adanya program dan kebijakan
yang dilaksanakan, Adanya target group (masyarakat), dan Adanya unsur
pelaksana. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan bahwa program yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) masih sekedar sosialisasi dan himbauan. Selanjutnya ada target group
atau masyarakat. Pada hal ini pihak Satpol PP melakukan sosialisasi adan juga

member himbauan kepada paraa pelaku Pak Ogah yang masih saja melakukan
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pengaturan lalu lintas yang sudah jelas itu melanggar pasal 10 ayat 1 yang

berbunyi:

“Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan
pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat

balik arah”.

Namun demikian, karena kurangnya ketegasan dari pihak-pihak terkait
dalam memberikan sanksi atau hukuman terutama pihak Satpol PP yang hanya
memiliki hak untuk member himbauan menyebabkan masih banyaknya pelaku
Pak Ogah yang masih melakukan aksinya dengan menngatur lalu lintas.
Kemudian ada unsur pelaksana dimana yang menjadi unsur pelaksana disini yaitu
pihak Satpol PP sendiri. Namun dikarenakan ini merupakan suatu program
kolaborasi maka dalam pelaksanaan program ini bekerjasama dengan Dinas
Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas untuk saling bekerjasama dan
berkoordinasi meningkatkan kualitas kinerja yang baik dalam hal ketentraman dan
ketertiban umum dalam berkendara. Kendati demikian, masih ada juga kendala
yang dihadapi saat menjalankan program ini seperti masih kurangnya kesadaran
masyarakat dengan bahaya mengaatur lalu lintas tanpa memiliki izin dan
wewenang yang resmi serta masih banyaknya pelaku Pak Ogah yang nakal dan

bandal yang masih terus muncul dan sembunyi-sembunyi dari petugas.

Tachjan (2016) mengatakan bahwa dalam mengemukakan kebijakan publik

harus meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
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2. Adanya target yang akan dicapai

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Dari defenisi yang telah beliau sebutkan di atas, dapat disimpukan bahwa
dalam membentuk dan menetapkan suatu kebijakan baik yang bersifat peraturan
maupun program, harus memiliki setidaknya tiga faktor di atas seperti adanya
program yang dilaksanakan yang memiliki artian untuk mencapai suatu target
yang telah disepakati tentu harus melewati rangkaian tahapan dalam menentukan
program apa yang harus dilakukaan dan dikerjakan secara tepat dan efektif. Tanpa
adanya program yang disepakati maka tidak akan ada hasil dan target yang akan
dicapai. Kemudian adanya target yang akan dicapai. Hal ini berarti apabila suatu
program telah ditetapkan dan disepakati, maka dibutuhkan pihak yang dapat
bertanggung jawab untuk menjalankan program tersebut dengan baik dengan
mengoptimalkan waktu dan keadaan agar tujuan dari program tersebut daapat
tercapai dan dapat memberikan dampak yang baik. Kemudian terakhir adanya
pengawasan, dalam hal ini diperlukan satuan unit yang bertanggung jawab untuk
mengkoordinir terjadinya kecurangan atau kerugian terhadap yang menetapkan

kebijakan dari program tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S.
E sebagai Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Medan beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai
adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban lalu lintas masyarakat dalam

berkendara. Namun demikian, walaupun hal ini belum berjalan dengan maksimal
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Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terus meningkatkan kinerja
mereka lebih baik dan maksimal bersama pihak pihak terkait yang tergabung

dalam kolaborasi ini seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisis Lalu Lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dianalisis dengan teori Tachjan
diatas, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pihak Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlah melakukan upaya-upaya yang bertujuan

agar target kebijakan tersebut tercapai.

Pada pandangan lain yang dikemukan oleh Anderlon dalam Agustino (2016)
mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan diaksanakan oleh seorang atau
sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang
diperhatikan. Jika diperhatikan apa yang dikemukakan beliau bahwa agar
kebijakan publik tersebut bisa tercapai maka dibutuhkan seseorang atau kelompok
yang dapat menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut dengan
mempertimbangkan segala resiko dan masalah yang akan dihadapi. Dari hasil
wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E sebagai Kepala
Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Medan, beliau mengatakn bahwa target yang akan dicapai yaitu terciptanya
ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam berkendara lalu lintas dan tidak
adanya pelaku Pak Ogah lagi yang mengatur lalu lintas selain petugas yang
berizin resmi dan berwenang. Namun demikian, adapun kendala yang dihadapi
dalam pencapaian target ini adalah masih banyaknya pelaku Pak Ogah baru yang

masih terus bermunculan.
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan telah berupaya dalam mencari dan
menemukan solusi, program dan ide-ide dalam mengimplementasikan Peraturan
daerah Nomor 10 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan dengan melakukan
kerjasama atau kolaborasi dengan pihak atau dinas lain seperti Dinas Perhubungn

dan Satuan Polisi Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditelah dipaparkan
tersebut, terkait hal itu penulis ingin membandingkan hasil penelitian terdahulu

dengan hasil penelitian penulis yang menjadi rujukannya, yaitu sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2024) dengan judul penelitian
“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan
llegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif Siya<Sah Tanfiz|lyah
Syari’yyah (Studi Di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung)”, diketahui bahwa dilakukannya penelitian tersebut dengan tujuan
untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi
Aksi Pengatur Jalan llegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung. Berdasarkan
hasil penelitian dideskripsikan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menjalankan peran dan tugasnya berdasarakan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Pasal 11
Ayat (3) bahwa, Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu
lintas dilarang, a.) Melakukan pengaturan jalan lalu lintas pada persimpangan

jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa



59

sudah sesuai dan sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut. Meski terdapat
beberapa kendala dalam menjalankan misinya, Satpol PP terus berupaya
menjalankan perintah yang diberikan pimpinan. Hal itu dilakukan Satpol PP agar
kondisi jalan terlihat lebih tertib, mulus dan tertib setiap kali memutar balik di
Antasari di Kota Badar, Lampung. Sebab, mereka telah menjalankan tugasnya
dengan baik atas perintah pimpinannya yang ditugaskan untuk mengatur dan

menindaklanjuti operator jalan liar (Pak Ogah).

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Mukti & Ruslie (2024)
dengan judul penelitian “Status Hukum Jasa Penyebrangan Ditinjau Dari
Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, diketahui bahwa dilakukannya
penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui status hukum jasa
penyebrangan ditinjau dari peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan
hasil penelitian dideskripsikan bahwa keberadaan Pak Ogah sendiri menuai pro
dan kontra saat ditemui ketika mengatur lalu lintas di daerah setempat. Hal ini
banyak menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan dan menimbulkan
perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, namun dapat dikatakan bahwa
keberadaan Pak Oga berarti ia harus disingkirkan sehingga dari segi hukum,
aktivitas Pak Ogah tetap ilegal. Kehadiran Pak Oga di masyarakat tentu
mempunyai fungsi, namun demi menjaga keseimbangan di masyarakat, karena
kehadirannya dapat menghancurkan sistem masyarakat yang ada dan membawa
perubahan di masyarakat walaupun secara perlahan harus mencari cara untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Keberadaan layanan lintas batas negara

tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Sehingga kegiatan tersebut merupakan
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pelanggaran terhadap Kode Jalan Raya jika melakukan tindakan/tindakan
pengendalian lalu lintas di persimpangan, tikungan atau tikungan jalan tanpa izin
dan untuk tujuan menerima pembayaran atas layanan. Kewenangan untuk
mengarahkan, mengendalikan dan memantau pelaksanaan pengamanan
masyarakat berada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Salah satu sasaran kegiatan
pembinaan, pengelolaan dan pengawasan dalam terwujudnya keselamatan
masyarakat di bidang pengaturan jalan adalah para pengatur lalu lintas yang tidak
berwenang. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, tidak ada sanksi hukum
terhadap pelayanan perlintasan jalan. Sanksi bagi pelayanan penyeberangan jalan
berupa teguran lisan, pengusiran, dan retribusi. Atas adanya keluhan atau laporan
masyarakat, akan diberikan teguran lisan dan petugas akan melakukan peninjauan
ke tempat tujuan. Usai memberikan teguran lisan, pihak berwenang mengirimkan
petugas pengatur lalu lintas (Park Ogah) kepada para pelanggar, namun para

pelanggar tidak menghiraukan peringatan tersebut.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaini (2020) dengan
judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu
Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru”. diketahui bahwa dilakukannya penelitian
tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengimplementasian Kebijakan
Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan
hasil penelitian dideskripsikan bahwa masing-masing instansi terutama Satpol PP
telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman terhadap

pedoman tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dalam menekan
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kelompok-kelompok yang menghalangi lalu lintas jalan (Pak Ogah). Kesalahan
yang dilakukan tim di lapangan semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa
tim semakin memahami prosedur operasional pengendalian kelompok
pengganggu operasional jalan di lapangan (Pak Ogah). Oleh karena itu, metode
yang digunakan dapat dikatakan efektif meningkatkan pemahaman setiap anggota
terhadap norma-norma politik. Namun yang menjadi hambatan dalam
pengimplementasian Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Pasal 274 tersebut yaitu masih adanya masyarakat yang
memberikan santunan berupa uang kepada kelompok pengganggu lalu lintas, atau
kelompok yang biasa disebut dengan “Pak Ogah”. Sikap masyarakat ini secara
tidak langsung mendukung kehadiran Pak Ogah di jalan-jalan kota Pekanbaru
karena tujuan Pak Ogah adalah mengatur lalu lintas ilegal adalah mendapatkan
uang dari pengendara yang lewat, namun jika masyarakat tidak memberikan
mereka uang hal ini dapat menghentikan aksi Pak Ogah karena kegiatan ini
dianggap sudah tidak efektif lagi dalam mendapatkan uang sehingga keberadaan

Pak Ogah di jalanan kota pekanbaru akan terhenti.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2023) dengan judul
penelitian “Implementasi Tertib Jalan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Figh
Siyasah (Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
Kabupaten Lampung Utara)”, diketahui bahwa dilakukannya penelitian tersebut
dengan tujuan untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum
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dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu
Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara
menggunakan tinjauan Figh Siyasah. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan
bahwa fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan aturan terkait tertib jalan
yang telah ditetapkan. Pinggir jalan dan trotoar tidak dimanfaatkan sesuai
tujuannya dan justru digunakan sebagai tempat parkir (parkir liar/ilegal) oleh
oknum-oknum vyang tidak bertanggung jawab serta mengabaikan peraturan
pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga pengimplementasian Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban
Umum dalam upaya tertib parkir di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan
Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara mengalami kegagalan akibat adanya
parkir liar karena kegiatan parkir liar tersebut masih berlanjut dan tidak adanya
tindakan dari pemerintah karena tidak adanya keluhan yang datang dari
masyarakat dalam masalah ketertiban umum wabil khusus tempat parkir liar yang

terjadi di bahu jalan Pasar Minggu.

Dari pada itu, penulis menemukan adanya perbedaan antara hasil penelitian
yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan hasil penelitian terdahulu, yang
mana pengimplementasian Peraturan Daerah terkait Tertib Jalan dinilai masih
kurang efisien. Kurangnya kesadaran akan aturan yang telah ditetapkan selalu
menjadi alasan kegiatan illegal Pak Ogah tetap beroperasi hingga saat ini.
Meskipun tindakan tersebut mendapatkan pro dan kontra bagi segelintir
Masyarakat, namun tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan (illegal) yang tidak

ada aturan yang tertuang di dalam peraturan apapun. Oleh karena itu, pemerintah
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sangat membutuhkan bantuan Masyarakat untuk ikut serta dalam membasmi
kegiatan Pak Ogah dan para pelaku Parkir Liar dengan cara tidak menghiraukan
keberadaan mereka atau membuat aduan kepada petugas Satpol PP setempat agar

segera diamankan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan telah terimplementasi
namun masih memiliki kekurangan dalam setiap aspek pelaksanaannya. Dimana
masih saja ada oknum-oknum pelaku Pak Ogah yang masih melakukan kegiatan
pengaturan lalu lintas yang sudah jelas tanpa izin dan wewenang yang legal. Hal
ini terjadi dikarenakan semakin banyak sebaran titik kemacetan di Kota Medan
sendiri yang menyebabkan menjadi kurangnya anggota legal yang bertugas yang
menyebabkan masih adanya oknum Pak Ogah yang muncul dan mengatur lalu
lintas. Dijelaskan ebih lanjut pula bahwa penyebab hal ini masih belum maksimal
karena para aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas
Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas memiliki keterbatasan waktu yaitu jam
kerja, sedangkan para pelaku Pak Ogah itu sendiri tidak memiliki jam kerja yang
terbatas sehingga masih banyak oknum-oknum Pak Ogah yang muncul hingga
malam hari. Namun, hal ini masih terus dilakukan pengembangan dengan
melakukan kinerja yang lebih baik lagi dengan lebih rutin melakukan patrol
pengaturan lalu lintas dan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat pelaku Pak Ogah dengan menjelaskan sanksi dan hukuman yang akan

diterima bagi para pelaku Pak Ogah yang melakukan pengaturan lalu lintas tanpa
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izin dan wewenang yang jelas atau illegal. Maka langkah-langkah perbaikan dan
pengembangan lebih lanjut terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kota Medan menjadi kunci dalam memastikan bahwa tercapainya tujuan dari
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan
serta menciptakan Kota Medan yang lebih tertib, aman, dan efesien dalam lalu

lintas.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam
rangka menciptakan tertib jalan di Kota Medan, penulis juga memberikan saran-

saran sebagai berikut:

1. Tingkatkan komunikasi dan kinerja yang lebih terstruktur serta lebih aktif
dan rutin dalam melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lingtas guna

terciptanya ketentraman dan ketertiban lalu lintas.

2. Merealisasikan program yang telah direncanakan sebelumnya guna
mendukung implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang

tertib jalan di kota medan.

3. Tentukan target sejauh mana dan seberapa lama kebijakan tertib jalan ini
akan terimplementasi dan menghasilkan dampak yang baik yaitu

masyarakat tertib berlalu lintas.

4. Evaluasi kinerja dan lebih akurasi dalam melakukan patrol pengaturan

lalu lintas ke titik-titik sebaran yang lebih luas lagi.
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Lampiran | Dokumentasi di Kantor Satpol PP Kota Medan

3 V. %
Gambar 1. Foto Bersama Bapak Taufik Hidayat S.E
Selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Pamong Praja

Gambar 2. Foto Bersama Bapak Taufik Hidayat S.E
Selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Pamong Praja
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Gambar 3. Foto Bersama Bapak Ryan
Selaku Staff Administrasi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satpol PP Kota Medan

Gambar 5.
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C. DISPOSISI

1. Bagaimana komitimen yang dilakukan terhadap jalanays proses Implementasi Tertib
Jalan di Kota Medan?

2. Apakah ada upaya stau inisiatif yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk meningkatkan tenib jalan
di Kota Medan?

3. Apakah terdapat proses evaluasi stau penilaian kinerja secars rutin yang dilakukan
oleh lembaga pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan
untuk memastikan efektivitas operasional mereka?

D. STRUKTUR BIROKRASI
1. Dalam struktur birokrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Medan sispa saja yang bertanggung jawab dalam proses Implementasi perda Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kot Medan?
2. Apakah dalam struktur birokrasi ada pembagian kerja yang jelas terkait proses
Implementasi Peeda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?
3. Apakah strukuur birokrasi sudah melaksanakan tupoksinya secara maksimal?
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